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PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH 

NOMOR 8 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PRABUMULIH, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah sejalan 

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 

Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan 

Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum; 

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Tanggal 15 Juli 2011 Nomor :0-460/MK/2011 perihal Klarifikasi 

Perda Kota Prabumulih tentang Retribusi Jasa Umum terhadap 

Perda Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 tersebut perlu 

dilakukan penghapusan terhadap beberapa ketentuan yang 

mengatur tentang Penerbitan Akta Kelahiran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan  huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. 

 
 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4113); 

3.  Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844);   

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438);    

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049 ); 

6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

9.  Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kota 

Prabumulih Tahun 2011 Nomor 3 Seri C). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH 

Dan 

WALIKOTA PRABUMULIH 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI JASA UMUM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih  Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 

2011 Nomor 3 Seri C ), diubah sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 20 ayat (1)  huruf a angka 1.1 sampai dengan angka 2.4 

dihapus dan diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut : 

Pasal 20 

(1) Besarnya tarif retribusi sebagai berikut : 

a).  Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil, 

       1. Pencatatan register dan Penerbitan kutipan  Akta Kelahiran bagi   

Penduduk (WNI) tidak dipungut biaya. 

             1.1. dihapus 

     1.2. dihapus 
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      1.3. dihapus 

   1.4. dihapus 

 

            2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran bagi Orang Asing 

tidak dipungut biaya. 

             2.1. dihapus. 

             2.2.  dihapus.  

             2.3.  dihapus. 

             2.4. dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih. 

 

Ditetapkan di Prabumulih 

          pada tanggal 28 Desember 2012 
                

WALIKOTA PRABUMULIH, 

    
             RACHMAN DJALILI 

 

Diundangkan di Prabumulih 

pada tanggal 28 Desember 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH 

   KOTA PRABUMULIH 

 
         ASRI. AG. 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2012  NOMOR 8    

   

 

 


